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PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 1970
TENTANG

PENYERTAAN MODAL NEGARA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN
PERSEROAN INDUSTRI MARMER INDONESIA

Menimbang

Mengingat

=

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dengan selesainya pembangunan Proyek Industri Marmer
Indonesia di Tulungagung, dipandang perlu untuk membentuk
suatu badan-usaha yang dapat diserahi tugas-kewgjibannya untuk
menyelenggarakan pengurusan dan penguasaan kesatuan produksi
tersebut berdasarkan prinsip prinsip ekonomi yang rasionil sesual
dengan peraturan perundangan yang berlaku;

bahwa bentuk hukum yang sesual bagi badan-badan termaksud
pada sub a diatas adalah Perusahaan Perseroan (PERSERO)
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) Undang-
undang No. 9 tahun 19609.

bahwa sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam pasal 2 ayat
(1) Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969 perlu dikeluarkan
Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan penyertaan
modal Negara untuk pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO)
termaksud,;

Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847 : 23 sebagaimana
yang telah beberapa kali diubah dan ditambah;
Undang-undang No. 9 tahun 1969 (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 1969 No. 40, Tambahan Lembaran Negara No.
2904);
Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969 (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1969 No. 21, Tambahan Lembaran
Negara No. 2894).

MEMUTUSKAN ...



Menetapkan
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REPUBLIK INDONESIA
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENYERTAAN MODAL NEGARA UNTUK  PENDIRIAN
PERUSAHAAN PERSEROAN INDUSTRI MARMER INDONESIA.

BAB |
PEMBUBARAN DAN PENDIRIAN

Pasal 1

(1) Dengan Peraturan Pemerintah ini, membubarkan Proyek Industri
Marmer Indonesia yang pembangunannya dibiayai atas beban
Negara sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang No. 7 tahun
1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1961 No. 22) jo
Keputusan Presiden No. 108 tahun 1961 (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1961 No. 208) dan Keputusan Presiden
No. 461 tahun 1961.

(2) Seluruh kekayaan Negara yang tertanam dalam. Proyek Industri
Marmer Indonesia tersebut dalam ayat (1) Pasa ini diserahkan
kembali kepada Negara.

(3) Segda hal yang timbul dari dan yang berhubungan dengan
pembubaran Proyek Industri Marmer Indonesia tersebut dalam ayat
(2) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Perindustrian.

(4) Segda ha yang berhubungan dengan pelaksanaan pengembalian
kekayaan Proyek Industri Marmer Indonesia kepada Negara
tersebut dalam ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut secara bersama
oleh Menteri Perindustrian dengan Menteri Keuangan berdasarkan

peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 2 ...



